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ABSTRAK 

Di Desa Tebalo bagi hasil pertanian sering dapat ditemukan dengan 

pelaksanaan pemilik lahan menyerahkan tambak serta modalnya kepada penggarap 

agar dapat dikelola. Namun dari pelaksanan tersebut, tidak diketahui sesuai atau 

tidaknya dengan peraturan-peraturan seperti hukum Islam maupun Hukum Perdata. 

Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 

bagaimana praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng di Desa Tebalo 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan pandangan hukum Islam dan hukum 

perdata terhadap praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang 

didapatkan berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 

pemilik tambak serta penggarap. Sebagai narasumber yang melaksanakan praktik 

bagi hasil pengelolaan tambak bandeng. Setelah data dikumpulkan maka akan 

dianalisis menggunakan teori muzāra’ah dan mukhābarah serta pasal 1320 tentang 

syarat sahnya perjanjian. 

Hasil penelitian ini mxenyimpulkan: pertama, praktik bagi hasil yang 

dilakukan oleh penggarap serta pemilik tambak di Desa Tebalo dilakukan dengan 

secara lisan. Kesepakatan kerja sama terdiri dari penyerahan, lahan, modal serta alat 

alat untuk pendukung dalam mengelola tambak, diserahkan ke penggarap untuk 

dikelola. Namun dalam kesepakatan tersebut, tidak disebutkan ketentuan 

berakhirnya kerja sama serta ketetapan pembagian hasil di awal perjanjian. 

Dikarenakan aturan itu ditentukan dari perolehan hasil penjualan panen ikan 

Bandeng. Kedua, ditinjau dari akad muzāra’ah dan mukhābarah, praktik bagi hasil 

yang dilaksanakan oleh penggarap dengan pemilik tambak di Desa Tebalo, 

memiliki kesamaan dengan akad muzāra’ah. Tetapi syarat dan rukun tidak 

terpenuhi. Sebab penentuan pembagian hasil yang diterapkan berdasarkan 

perolehan hasil panen ikan dan tidak adanya kepastian berakhirnya kerja sama. 

Sedangkan dalam akad ketentuan tersebut harus disepakati di awal akad. Kemudian 

ditinjau dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa kedua pihak yang melakukan 

perjanjian, dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dikarenakan dalam 

pasal 1320 disebutkan dari ketentuan suatu sebab yang halal ialah suatu perjanjian 

tidak adanya tindakan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Berdasarkan hal itu  menjadikan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat adanya tindakan kesusilaan atau 

melanggar ketertiban umum,  hal ini disebabkan pada saat awal terbentuknya 

perjanjian, pemilik tambak tidak menyebutkan terkait pembagian hasil dari kerja 

sama. Ketetapan tersebut ditentukan berdasarkan hasil dari jual panen ikan. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengharapkan bagi kedua belah 

pihak yang melakukan kerja sama di Desa Tebalo dalam menentukan pembagian 

hasil, dan penentuan waktu terkait berakhirnya kerja sama, seharusnya ditetapkan 

di awal perjanjian. 
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ABSTRACT 

In Tebalo Village, profit-sharing in agriculture is often found with the 

landowner handing over the fish pond and capital to the cultivator for management. 

However, it is unclear whether this practice aligns with regulations such as Islamic 

law or Civil Law. This thesis addresses two research questions: how is the profit-

sharing practice in the management of milkfish ponds in Tebalo Village, Manyar 

District, Gresik Regency, and what are the perspectives of Islamic law and civil law 

on the profit-sharing practice in the management of milkfish ponds. 

This thesis uses empirical juridical research. The data was obtained from 

observations, documentation, and interviews with pond owners and cultivators as 

sources who engage in the profit-sharing practice in managing the milkfish ponds. 

After the data is collected, it will be analyzed using the theories of muzāra’ah and 

mukhābarah, as well as Article 1320 of the Civil Code concerning the legal 

requirements for an agreement. 

The results of this research conclude: first, the profit-sharing practice 

carried out by the cultivators and pond owners in Tebalo Village is done verbally. 

The cooperation agreement involves handing over the land, capital, and tools 

needed to manage the pond to the cultivator. However, the agreement does not 

specify the duration of the partnership or the division of profits at the beginning of 

the agreement, as these are determined by the revenue from the sale of the milkfish 

harvest. Second, when viewed from the perspective of the muzāra’ah and 

mukhābarah contracts, the profit-sharing practice between the cultivators and pond 

owners in Tebalo Village resembles a muzāra’ah contract. However, the conditions 

and pillars of the contract are not met because the profit-sharing is determined based 

on the harvest and there is no certainty regarding the end of the partnership, which 

should be agreed upon at the beginning of the contract. Furthermore, according to 

Article 1320 of the Civil Code, the agreement between the two parties does not 

meet the legal requirements for a valid contract. Article 1320 stipulates that the 

cause of the agreement must be lawful, meaning that the contract should not involve 

actions that violate the law, morality, or public order. Based on this, the 

implementation of the agreement between the two parties contains elements that 

may violate morality or public order, as the pond owner did not specify the profit-

sharing arrangement at the beginning of the partnership. The division of profits was 

determined based on the sale of the fish harvest. 

Based on the above explanation, the author hopes that both parties 

involved in the partnership in Tebalo Village will determine the profit-sharing 

arrangement and the duration of the partnership at the beginning of the agreement. 
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